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Suatu akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial karena telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah memenuhi syarat
formal perdamaian seperti yang disebutkan dalam Pasal 130 HIR ayat ( 2 ) dan ayat ( 3) , dan dalam Pasal 1858 KUHPerdata juga
disebutkan â€œdi antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim
pada tingkat akhir. Namun  dalam kenyataannya  perdamaian  yang telah  mendapatkan pengukuhan oleh Hakim mengalami
hambatan dalam pelaksanaanya, terutama terhadap putusan perdamaian dengan perkara Nomor 15/Pdt.PLW/2016/PN.Jth dan
perkara Nomor 8/Pdt.PLW/2018/PN.Jth.
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kekuatan mengikat terhadap perjanjian perdamaian bagi para
pihak yang berdamai. Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan perdamaian oleh para pihak  serta upaya hukum yang
dilakukan untuk penanggulangannya.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan  dan
penelitian lapangan untuk  mendapatkan data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah
referensi buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden
dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian perdamaian yang dilakukan dihadapan hakim  tidak memiliki kekuatan eksekusi.,
akta perdamaian tersebut tidak bisa dieksekusi secara suka rela karena menyangkut dengan pihak ketiga (KPKNL). Adapun faktor
yang menyebabkan tidak terlaksananya putusan perdamaian tersebut adalah karena terjadi perubahan sistem  pelelangan barang
rampasan negara, lamanya menunggu surat izin untuk mengadakan Lelang dari pihak KPKNL dan penggugat tidak melakukan
penawaran dengan nilai tinggi. Upaya hukum yang dilakukan untuk penanggulangannya adalah pihak penggugat segera melakukan
permohonan kepada pihak pengadilan untuk dilakukan  eksekusi.
Disarankan kepada hakim dalam menguatkan kesepakatan perdamaian dapat lebih memperhatikan isi dari kesepakatan perdamaian,
membuat akta perdamaian yang konkret dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, memberikan saran yang
sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa dalam membuat isi perjanjian
perdamaian harus memuat batas waktu pelaksanaan eksekusi dan melakukan permohonan eksekusi apabila tergugat tidak menaati
isi akta perdamaian.
